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Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendulkung Project
Management Office (FMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Pereepatan
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN
ROMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
(KPPIP)
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KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBELIK INDOMESIA

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
Gedung Pos lbukota Lantai & Blok A,
Jl. Lapangan Banteng LHara No_ 1, Jakarta 10710 - Telp: 021-3453171/64. Fax: 021-3453155

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project
Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan
Percepatan Infrastrukiur Dan Pengembangan Wilavah Untuk Kemudahan PSN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastrukiur Prioritas (KPPIP)
Nomor ; SP23/PPR.KPPIP/PMOM03,/2024

SURAT PERJANIIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak™) dibuat
dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat ( 01-03-2024) antara:

1.

b

HOTMA GIDEON, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, vang bertindak secara sah
uittuk dan atss nama Komite Percepalan Penyediaan Infrastrukier Prioritas, Kementerian
Koordinator Bidang Perckonomian, yvang berkedudukan di JI. Lapangan Banteng Utara,
No. 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat (10710}, berdasarkan Keputusan Kepala Bire Umum
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Seloku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Biro Umum
Kementenian Koordinator Bidang Perckonomian Sclaku Kussa Pengguna Anggaran
Nomor | Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen. Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Staf Penpelola Kevangan di Lingkungan Kementerian
Koordinator  Bidang Perckonomian (selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak™ 'k

dan

(MOHAMAD JEFFRY GIRANZA), masing-masing dalam kapasitasnya selaku
{Direktur), bertindak untuk dan atas nama (PT. INSIVIA PARTNERS INDONESIA ),
berkedudukan di District 8, Treasury Tower Lt & Unit F, J1. Jend, Sudinnan Kav. 52-53,
SCBD. Daerah Khusus |bukota Jakarta 12190, berdasarkan Akta Pendirian/ Akia
PerubghanTerakhir No. 35 tanggal 27 Novemeber 2023, selanjutnya disebut Penyedia,

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak
Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia, dan secara bersama-sama disebut sebagai Para
Pihak.
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Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa;

(a) Telah diadakan proses pemilihan petyvedia yang telah sesual dengan Dokumen Pemiliban:

(b} Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surai Penunjukan
Penyedia Barang/lasa (SPPBJ) Nomor: BM.O2.04/1 9/PPELKPPIP/A3/2024, Tanggal: 0]
Maret 2024, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Svarat
Limum Kentrak, selanjuinya disebut sehagai “Pengadaan Jasa Konsultasi™:

(¢) Penvedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi
persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber dave teknis,
serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesugi dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangam Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(¢} Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatsnganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1} telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokar:

2)  menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca duan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini:

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memenksa dan mengkonfirmasi
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakita dan kondisi yang terkait,

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui hal-hal schagai berikut:

PASAL 1
ISTILAH DAN UNGEAPAN

Penistilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna vang sama seperti vang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Jasa Konsultasi Badan Usaba Pendukung Project Management Office (PMO)
untok. Proyek Strategis Masional (PSN) dan kebijakan percepatan infratruktur  dan
pengembangan wilavah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

1) Membenkan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat dan PMO

KFPPIP melalui usaha pengumpulan data dan analisa, pemberian rekomendasi strategi

dan kebijakan dalam rangka penyediaan PSN;

2} Melakukan pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)

. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan
merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan
implementasi;

b. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rspat  pemantausn  dan

-
e
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debottlenccking terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan
PSM:

¢. Menyediakan media monitoring progres pencapaian PSN;

d. Capacity Building dan Transfer Knowledge;

31 Melaksanakan evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), sebagaimana dimandatkan
dalam Perpres No. 122 Tahun 201 6;

4} Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN:

5b Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kepiatan KPPIP Tahun 2024:

&) Melakukan Kajian Infrastruktur terkait PSN vang mengidentifikasi peluang perbaikan,
serla mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial:

71 Menyiapkan Project Completion Report (PCR) vang mengukur performa kepatuhan
terhadap jadwal dan anggaran serta kualitas hasil, termasuk namun tidak terbatas di
dalamnya adalah penyusunan kodefikasi PSN serta penyusunan dashboard PSN yang
sesusi dengan ketenmitan pengklasifikasian data secara nasional,

PASAL 3
JENIS DAN NILAT KONTRAK

{1} Pengadaan Jasa Konsultansi im menggunakan Jenis Kontrak Waktu Penugasan.

(3)  Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp. 5.153.757.750.-
(Lima Milyar Serarus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu
Twjuh Ratus Lima Pulul Rupialk. ),

PASAL 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian vang tidak terpisabkan dari
Kontrak ini;

adendum/perubahan Kontrak {apabila ada);

. Kontrak;

syarat-syaral Khusus Kontrak;

. avarat-svarat umum Kontrak:

Dokumen penawaran:

KAK;

gambar-gambar (apabila ada);

Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
i, dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan dan SPPRI

(2}  Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sauma lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam susiu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
vang lain maka vang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen vang lebih tinggi
herdasarkan wrutan hierarki pada avat (1) di atas;

TEE MO AR e
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PASALS
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewwjiban timbal-balik Pejabst Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyvatakan
dalam Syarat-Syaral Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PASAL &
MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanpggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya selurub hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana
digtur dalam SSUK dan SSKE.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyei kekuaton hukum vang
sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap vang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai,

Untuk dan atas nama Untuk dan atus nama Penyedia
Sekretariat Komite Percepatan Penvedinan
Infrastruktur Prioritas, Hmenten.an

Koordi

MOHAMAD JEFFRY GIRANZA
Direktur




L. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53, ltikad Baik

54. Penvelesaian
Perselisihan

sl

F

333

534

54,1

54.3

3.4

Pejabat  Penandatangan Kontrak dan  Penvedia  bertindak
berdnsarkan asas saling percava yang disesuaikan dengan hak-
hak vang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Konirak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan kontrak dengan  jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak,

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merass diragikan.,
make diupayaken tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak- hak
Pihak lain, dan mengambil semua langkah vang diperlukan untuk
memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan  secara
musyawarah mufakat ntas semua perselisihan vang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi imi
secara musyawarah dan damai,

Dalam  hal penvelesman  perselisihan melalm  musyvawarah
mufakar tidak tercapai, maks penyelesaisn sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, Konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penvelesaian
sengketn veng disclenggarekan olch LKPP, Lembaga Arbitrase
atan Pengadilon Megen.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menetapkan tempat penvelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.



Mo

13.

Klausul Mo,
Dalam 85K SSUK

Pengaturan 43h
yvang Dilarang
dan Sanksi

Asal Jasa
Foonsultansi

kKorespondens
i

Wakil Sah
Para Pihak

Pengalihan G2
dan/atau
Subkontrak

Jangka waktu 132
Pelaksanaan
Pekerjaan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(S5KK)
Pengaturan Dalam SSKK

Pekerjan ini tidak diberikan vang muka, schingps tidak ada pencairan
Jaminan vang muka

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia dan
dapat dikerjakan olch Gabungan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing
Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak KPPIP:

MNama : Hotma Gideon
Alamat ]I, Lapangan Banteng Utara. No, 1, Pasar
Baru, Jakarta Pusat (107 10)

Telepon 102120573771

Faksimili vo21-29573T73

e-mail +  hotma, gideonitekon. go. id

Penyedia Jasa:
Mama ¢ Insivia Pariners Indonesia
Alamat 1 District 8, Treasury Tower L6 Unit F, J1.

Jend., Sudimman Kav. 52-53, SCBD.
Daerah Khusus [bukota Jakarta 12190

Telepon v [#62Y2]1296021H

Faksimili L.

g-mail :  officei@insiviapartners.com
wehsite Eliw

Wakil Sah Para Pihak sebagai benkut:

untuk  Pejabat : Hotma Gideon
Penandatangan
Kontrak

untuk : Mohamad Jeffry Giranza
Penyedia

Daftar bagian pekerjaan vang disubkontrakkan:
TIDAK ADA

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama . 10 (sepuluh) bulan atau
Penyedia harus menvelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMEK diterbitkan
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024,

7
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25,

30,

3l.

38.

39,

Klaosul
Dalam S5UK

Peristiwa
Kompensasi

Perpanjangan
Wakin

Pemberian
Kesempatan

Seral Terima
Pekerjaan

Layanan
Tambahan

Pemulusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangs
n Kontrak

Femutusan
Kontrak oleh
Penvedia

Hak
Kewajiban
Pejabat
Penandatanga
n Kontrak

dan

Hak
Kekayaan
Intelektual

aiuy

Penanggungs
i dan Risiko

M.
ES5UK

242

la

3l.La

3.1k

Pengaturan Dalam SSKK
Penyedia dapat memperoleh kompensasi: TIDAK ADA

Pejabat  Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan (apahila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan
untuk berapa lama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia
meminta perpanjangan

pemberian kesempatan kepada Penyediz untuk menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhimya jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan.

Serah tenima dilakukan pada: 31 Desember 2024

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penvedia:

Setiap Permintaan dari Pimpinan KPPIP (Ketua/Sekretaris  Tim
Pelaksana/PPK KPPIT) yang belum terdefinisikan secara spesifik dalam
EAK, tetapl mendukung Jasa sesum KAK dan tidak mengeanggu output dan
target utama yang tertera dalam KAK atay memmbulkan tambahan alokasi
waktu dan SDM Penyedia yvang cukup besar.

Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama
30 (tiga puluh) Hari Kalender

Batas wakiu penundaan pelaksanoan pekerjasn stau kelanjutan pekerjaan
paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14
{empat belas) han kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap olch PPK

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:
1. Meja dan kursi kerja selama sama kontrak;

2. Akses data dan internet untuk menunjang ewipud yang diminta;
3. Sural menvural unfuk menunjang pencapaian oulput.

Kewajiban Penvedia dibatasi hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh
kesalahan Penyedia.

Kewajiban Penyedia dibatast hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh
kesalahan Penyedia,

i |
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41.

42.

Klausul No.
Dalam SSUK SS5UK

Tindakan £l.b
Penvedia vang
mensyaratkan
Persetujuan

Pejahai
Penandatanga

n Kontrak

Kerjasama 4,22
Penyedia

dengan Usaha

kecil schagai
Subpenyedia

433

Pengaturan Dalam SSKK

Tindakan lnin Penvedia vang harus terlebih dahulu mendapaikan persetsjuan

tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:

a. Perpantian Personil Inti Penyedia apabila diperlukan dan disesuatkan
dengan kebutuhan pelaksanaan pekenaan,

b. Penggunaan informass dan/stau data yang terkail dengan Jasa Konsultans
yang dipergunakan untuk pihak ketiga kecuali setiap personil, direktur,
karyawannya, pejabainya, petugas, apen, konsultan, penyedia jasa,
penasehat professional lainnya dan untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan,
administrasi bisnisnyva dan proses penefaahan kepatuhan, koalitas, dan
resiko intemalnya,

Bagian Pekerjaan vang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: TIDAK
ADA

Penyedia berkewajiban untuk menyvampaikan laporan-laporan bemkut secara
periodic selama masa kontrak:

No Dttt Jadwal Froduk vang harus
Datliverable Penverahan dliserahkan
1 Laporan I mbigge  serclah | Dalam bentok hordeoags
Pendahuluan/Rencana komtrnk dan soffcopy
kerja tim PMO ditandatangani
2 Laporan Kegiatan Capacity | Akhir Bulan | Dralam Benuk hoedeopy
Building kegintan dindakan dan saffoopy
ER Laporan penodik dokungan | Mingea awal | Dalam benik fovdeopy
tim PR dibnlan berikuinya | dan soffeapr
4 Laporan Presiden PANW Akhir Bulan  Tuli | Dalam benuk hosdoomy
{Semester 1} dan dan softcopp
Alchir Koirak
{Somesier 2)
5 Laporan Semester PSN Akhir Bulan  Juli | Datam bentuk hardeopy
{(Semesier 1) dan dan sofcom)
Akhir Komirak
{Semesier 2
(& .iap-:lnm Finnl Keginion Akhir Kontrak Dalam bentuk  hardcopy
dan soficag)
7 Laporan Project | Akhir Konmk | Dakam bentuk  hardeopry
Completion Eepon {wakiu dan soficapy
menvesaaikan
dengan - kebutulan
| user) !




No Klausul No. Pengaturan Dalam SSKK

Dalam SSUK SSUK

B Kajian Infrastruktur terkait | Akhir bulan ke-6 | Dalam bentuk furrdoa
PaN =eielah kootrak | dancsefoapy
ditandsiangan
- Laporan Medin Monilonmg | Mingeu awal | Dalam beoiuk hardeopy |
PEM dibalan berikutmya | dan saffoop |
Catatan:

|. Persetujuan laporan-laporan penyedia Jasa Konsultansi akan dilakukan
oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KIPPIP dalam hal berhubungan
dengan substansi teknis pekerjaan.

2. Untuk tahapan selanjutnya, PPK akan melakukan venfikasi dalam hal
yvang berhubungan dengan dokumen administrusi beserta prosedur
pembayaran sesual dengan pernyataan vang ditetapkan dalam kontrak.

3, Semua produk softcopy yang diserahkan penyedia kepada KPPIP harus
dalam format yang dapat diedit (edifadle formar)

46. Kepemilikan 463 Penvedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan pekerjaan im
Dokumen dengan pembatasan scbagal berikut | hanva untuk keperluan intermal
Penyedia  apabila untuk ckiernal Penyedia harus  seijin  Pejabat
Penandatangan Kontrak.
49. Pembayaran 49.1.3  Pekerjaan Pengadzan Konsultan ini dapat diberikan vang muka: TIDAK
492 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin dengan

rincian sehagai herikut:

Biaya Langsung Mon | b0

ety pmeni| TOTAL BULANAN
000 | 13,450,000 | 533975000 580,372,250

12,450,000 o0 5g
12,450,000 | 495375000 49,866,250
[ 417450000 | 495375000 540886750 |
12A50,000 | 485,37 T ﬁ
12,450,000 445,975,000 35002250
12.450.000  J88,575.000 £10,180 750
12,450,000 | 438 074,000 i'f‘i:Ei,:qu!E
12,450,000  306.575.000 840,158
. M2AS0000 | 41EA423,000 #54.451.750
124900000 | 4843029000 | 5ASATSTI%0

| po]

Pembayaran adalah af cosr atas dasar bukt-bukti pendukung vang
didasarkan ates Benta Acara Hasil Klanfikasi, Negosiasi Teknis dan
Biaya Adapun estimasi pembayaran Biaya Lanpsung Personil dan Non-
Personil dilakukan dengan ketentuan sebagan berikut!
*3 Untuk Rincian Perhitungan Biaya Langsung

Personil didasarkan daftar kehadiran.

33



M

Klausul M.
Malam S5UK S5UK

T

Pengaturan Dalam SSKK

**)  Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
adalah pengeluaran ritl yvang bersifal ot cost atas
dasar bukti-bukti pendukung.

Penvedia jasa harus mengajukan permehonan pembavaran prestas
pekerjaan kepada PPK yang disertai dengan kelengkapan dokumen
utama dan dokumen penunjang,

PPK telah menerima permohonan pembayaran (fnvoice) yang kemudian

akan dilakukan verifikasi dengan didukung adanva kelengkapan

dokumen utama dan dokumen penunjang.

Harga satuan uniuk tengga ohli PT. Insivia Pariners Indonésia

schagaimana tercantum dalam Kontrak im didesarkan atas hasil

negosiasi leknis dan biava dengan bagian Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa (LILP) Kementertan Koordinator Bidang Perekonomian,

Dalam hal pemenntah menetapkan hari libur nasional atau cut bersama,
maka pembayaran ketentuan schaga bentkut;

a, Dalam hal, pemenntah menetapkan han libur nasional atau cuti
bersama dalam kalender bulan terientu, maka disepakati tetap dibayar
secara penuh.

b. Dalam hal dalam 1 tahun, jumlah cuti bersama ditambah hari libur
vang ditetapkan pemerintah kurang dan 12 han, maka penyvedia jnsa
vang dikontrak |2 bulan penuh berhak untuk mendapatkan tambahan
cuti sehingga menjadi 12 hari, dan honor tetap dibayarkan secara
penuh. Dalam hal ini penyedia terkontrak kurang dari 12 bulan, maka
Jumlah hak cuti disesuaikan dengan jumlah bulan berkontrak.

¢. Dalam hal, penyedia tidak masuk kerja dilear hari libur nasional
dun/atau cuti Bersama yang ditetapkan pemerintah, maka honor akan
dipotong sehesar hari vang tidak masuk kerja,

Pembayaran dilakukan secara langsung melalui KPPN Jakarta 11 yang
ditujukan pada rekening Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikul:

Nama Pemilik Rekening @ Insivia Panners Indonesia
Momor Rekening 1 3360254935

Nama Bank : Bank BCA

Kantor Cabang : BCA Metro Pasar Baru
Nomor NPWP : 099.258.042.3-012.000

Dokumen utama wang disyaratkan untuk mengsjukan  tamhan

pembayaran prestasi pekerjaan:

a, Laporan-laporan vang harus diserahkan kepada PPK
berdasarkan waktu yang felah ditentukan jadwalnya dalam KAK
yang berkaitan dengan pelaporan.

b. Berita Acara Hasil Pemeriksanaan Pekergaan (BAHPP).

¢, Berita Acara Serah Tenma Pekerjaan (BAST).

d. Berita Acara Pembayaran (BAP) vang telah ditandatangani oleh
kedua belah prhak.
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Kuitansi dan [nvoice.

E-Faktur dan SPP.

Pada Akhir masa kontrak, terdapat BAPP yang ditandatangani oleh
Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHIP).

h. Dokumen penunjang vang disayaratkan untuk mengajukan lagihan
pembayaran prestasi pekerjaan.

= s

Denda Keterlambatan

I, Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda
keterlammbatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari Nilai Total
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak.

Jika PPK gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada tanggel jatuh
tempo vang disebabkan kesalahan PPK - setelah seluruh dokumen
penunjang vang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap oleh PP,
maka akan dikenakan ganti tugi keterlambatan pembayaran yang
nilainya sebesar bunga dari miled tagihan vang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat nilai suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia:

I

Penyesuaian Harga diberlakukan: TIDAK

Dalam hal terdapatl sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
Penyedia, penyelesaian sengketa aksn  dilakukan mielalui  layanan
penvelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

35



Lampiran: Riocian Biava Satua
1. Urian Rincian Biava Langsung Personil

= Harga Satuan
No | Tenaga Abli Profesional | Nama Personcl | Kuantitas Satwan .l.“F]' Total {Rp)
Tenaga Ahli Team Leader | Dr. Ir.  Basary
I | /TAS Inifrassruktur Pandfi Iacira, 55 Crang-Bukan Hu 200,040 490, sO0000
MEP
Tepaga Abli Senior | Ir Koesinahio e
5,5 0l -Buka TT.R50MH) 428, 17541}
P | Basubiivain Pamboedi, M. 5S¢, e
Project Director / Tenaga | Yoga Adhi
.5 CUhrang-Bula £7.000 AWK} J 13500 HH)
! Ahl Madya Infrastrukour | Prabowo ol
Tenaga  Ahli  Madya | Bimantara Galik _
4 | Manajemen PO | Setiono 55 Orang-Bulan 40, 4000, (HM) 271700 AWM}
Iefrasrakor
Tenazga  Ahli Madya | Mobamad  Jeflry
§ | Kebiukan PRO | Giranza 5.5 Crrang-Bulan 49,400, M) 271700044}
Infrastrukiur o
i Tenaga Mﬂ.j Madya | Zaki Muhammead 5% Orati:Bilin 457700.000 340,350,000
Business Intelligence
v | DoORER ARG Demabivg e | e BirEx 10 | Orang-Bulan | 29.000.000 290,000,000
Pelaporan
4 Tenaga Ahll Stakeholder Rmﬂ: Foauzun 10 OBl 20, 004060 200,000,000
Manapenend Achdipit
% Tenaga Ahli Kebijakon | Indra Gautema 1 Orareg-Bulen 0,000,000 200,000,000
Infrastrukiur -
- Tfmga. Ahll Komuonikasi | Adhita Laksmi i0 Orang-Bulse 30,000,000 200,000,000
Seratcyis .
| Toees A, Muds'| Add Nenibie T Orang-Bulan | 26,500,000 265.000.000
Inlrastrokiar |
| Femems Al Chude| Thendes Maldend 0 | Oraog-Bulin | 26,500,000 265,000,000
Infrastrukmyr 2
3 | Jemaea AR Muda ) Bua CabvamRg by, | GrangBulen | 26500000 265.000.000
Infrastrukeur 3 Twas
Tenaga  Ahli Muds | Mohammad  Aji z . aea
14 taiis ik Wik ] Chang-Bulan 26,5010 (W) TS AWM.
15 | Temaga Pendukurig | Erpgar Penggalih 10 Orang-Bulan 14,250,000 142 504,000
Thesgin
j | Tomsgs  Pendulung | Peuy Ditn |\ g0 | Oeng-Bulan | 14.000.000 140 000,000
Administrasi 1 ANZRracny
_ Biays langsung Personel 4.518.525.000
*Kelernngan

Penggunaan Tenaga Ahli Semior berdasarkan rencana pemanfaatan bulanan oleh KetwaSekretariz Tim

Pelaksana KPPIP,




No | Biayn Langsung Non-Personil

Harga Total (Rp)

1 | Prnting & ATE A 500
2 | Medi Monitoring 1200040000
Total 124500 (M)

v



RENCANA PENAGIHAN BULANAN PMO PT. INSIVIA PARTNERS INDONESEA 2024

Biaya Langsung | Biaya Langsung Non
; o Biaya Parsonil
Personil ™) Personil ™) & Non Personil TOTAL BULANAN
{Rp) (Rpl
1 |Maret 527,526,000 12,450,000 §39,975.000 588 372,250 |
2 |April mﬁﬂﬂﬁ 12 450,000 534,300,000 503,073,000
3 (Mel 482 525,000 12 450,000 495,375,000 549 E6E, 250
4 |Juni m&ﬁ.ﬂﬂﬂ 12,450,000 495 175,000 545,866,250
B |Juli 482,925,000 12,450,000 485,375,000 545,866,250
£ |Agustus 433,525,000 12,450,000 445,875,000 495,032,250
7 |September 384,125,000 12,450,000 | 396,575,000 440,198,250 |
B |Oktobor 412,625,000 12 450000 425,075,000 471,813,250
9 |Nevembar 364,125,000 12,450,000 396,575,000 440,108,250
10 |Desember 405,575,000 12,450,000 | 418425000 464,451,750
Total )
| L . : 000 153,757,
_F—_—ﬁn—ﬂ" bayaran (RB] 4,618,525,000 124 500,000 | 4,643,025, 5,153,757.750
£}
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PERIAMIIAN SEWA MENYEWA
ANTARA
KEMERNTERIAN KEDORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIE INDONESIA
DENGAN

PT POS PROPERTI INDOMNESIA
TENTAMNG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA (PERSERD)
UMNTUK RUANG KERIA BEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI CHGITAL
Momaor ; PERJ-1/D.IV.M.EKON.2491/12 /2023
Nomor | PES-0008/POSPROBM-IET0124

Paerjanjian ini dibuat dan ditandatengani Pada hai inl, Jum®at tanggal Dua Pulub Sembilan bulan Desember
tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), bertempat di Jakarts cleh antara -

1 EEMIFNTERIAN KODROINATDR BI0ANE PEREXTHALN REFI K INDONESIA siaty Ksmentarinn pane hers:
di biswab dan be rtanggung jaswab kepada Présiden dalivm hal int disakil olish EDI SUGITD Selaku Pajabat Pambue
Homitman Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital {2491), berkedudukan di Il Lapang:
Banteng Timur Mo, 3-4 Jakarta Pusat sesual dengan Swat Heputusan Kepsla Bro Perencanaan Reamanter;
koordinator Bdang Perekanomian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Momor 7 Tahun 2023 tentang Penetap:
Pejabal Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembaniu, don Stafl Pengelola Kevangan di Lingkungs
Kementarian Eoordinator Bdang Pamkonomian, bergenang medakili Bonten, dan oloh karena itu barhs
bertindak untuk dan atas mama KEMENTERIAN HOORDINATOR BIDANG PEREKDNOMIAN REPUBLIK INDONES
{urtik selemjutiya disebut “PIHAK PERTAMA"]. dan

2 PT POS PROPERTI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang
berlaku di Republik Indoresia, berkedudukan di Bandung dan berkantor di Graha Posindoresia L1 S Blok &, Jefan
Banda No, 30 Bandung, Jawa Barat, yang anggaran dasanvya dimuat datam Alta Pendirian No, 35, tanggal 31
[esamber 2013 yang dibuat & hadapan Deasi Witantl Eusumaningbyas, 5H., Sp.b., Motars di Kabupaten
Bandung, dan telah disalkan oleh Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kepubusan
Mo, AHU 14137, AH0101 tahun 2014 tanggal 26 April 2014 sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhbir
dengan Akts Mo, 02, tanggad 03 Jull 2023, dibuat di hadspan Babma Fitranl, 58, MH., MEn, Hotaris di
Kabupaten Sandung, dan telah disstujul oleh Menter Hukwn dan Hak Asasl Manusla REpublik Indonesia
berdasarkan keputiesan Mo AHU-AH-0100-0134292, tanggal 05 hdl 2023, dalam hal inf diwakili oleh JUNITA
ROEMAWT dan ENDRO TIAMIOND |, dalam fabatanmya selaky DIREETUR dan CHIEF OPERATING OFFICER,
bertindok berdasarkan Surat Euma Nomor: 1051/ POSPROHREKTUR/0923 tenggal 06 September 20323,
bergenang mewakil Direksl, dan oleh karena tu berhak bertindak untuk dan atas nama PT POS PROPERT
IMBONESLA (urtuk selanjutnyadisebut "PIHAK BECUWAY),

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDLA unfuk selanjulnya secara bersama-sama disebul “PARA PIHAK"™ dan
secara sendiri-sendirl disebut sebagal "PIHAK™).
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Derstan teriebib dahulu PARA PIHAK mensrangkan hal-hal sebapai berikut:

L. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden NMomaor 37
Tahun 2020 tentang Kementerian KEoordinator Bidang Perekonamian

¢ Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yvang bergerak di bidang propertl, sekaligus pengelola
aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos lbukota lakarta yvang terletak di lalan Lapangan
Banteng Utara Nomer 1 lakarta Pusat 10710,

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan vang dikelola oleh
PIHAK KEDUA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA,

4 Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan aset ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang
dikelola oleh PIHAK KEDUA dan fumitur nya, untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA

Dengan tetap memperhatikan kededukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan in
bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjfian Sews Menyews tentang
kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik PT Pos Indonesla [Persero) Untuk Ruang Kerja Deputi Koordinasi
Bidang Ekonomi Ddgital [untuk selanjutnyga disebul "PERIANJIAN"] dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN UKL

Lelama tidak ditentukan lain, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian dl bawah ini
sebagal berikut:

1

Pemanfaatan Ruangan adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos Indonesia {Persero] yang dikelola
PIHAK KEDUA oloh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 12 [dus helas) bulan kepada PIHAK
KEDUA,

Cbjek Pemanfaatan Ruangan [untuk selanjutnys disebut "Objek”™) adalah ruangan milik PT Pos
Indonesia {Persero) vang dikelola PIHAK KEDUA vang terletak di Lantai 6 Gedung Pos lbukota lakarta
Jalan Lapangan Banteng Utara Mo. 1 Jakarta Pusat 10710, dengan luas total 425,55 m? [empat ratus
dua puluh lima koma lma pubah lima meter persegi).

Biaya Pemanfaatan Ruangan [untuk selanjutnya disebut "Biaya Pemanfaatan®) adalah sejumlah uang
yvang tefah disepakati PARA PIHAK atas Objek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA untik selama jangks wakiu PERJARNJIAN,

Bizya Servis adalah sejumlah biaya yang telah disepakatl yang harus dibayvar PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUS sebagai biaya perawatan dan kebersihan gedung secara umuem {bukan merspakan
biaya perawatan dan kebersihan secara khutus pada Objek) untuk selama jangka waktu PERJIANIIAN,
Bisva Sewa Furnitur adalah sejumiah biaya yang telah disepakati yvang harus dibayar PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagal biava penggunaan Turnitur selama jangka wakiu
PERIAMIIAN

FIHAK PERTAMA < |

_ PIHAK KEDUA L=
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6. Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Kerja
kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

PASAL 2
MAKSUID DAN TUILAN
Maksud dan tujuan dari PERIANJIAN ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi PARA PIHAK untuk
pemanfastan aset berupa Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja
PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERIANJIAN ini meliputi:

a.  penyediaan aset berupa Objek milik PIHAK KEDUA vang akan dimanfaatkan oleh PIHAK
PERTAMA untuk ruangan kerjs PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos |bukota, Jalan
Lapangan Banteng Ukara Mo. 1 Jakarta 10710,

b penyediaan fasilitas pendukung yvang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung
operasional pemanfaatan Objek yang akan dimanfaatkan aleh PIHAK PERTAMA,

€. pengaturan pemanfaatan Objek yvang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA se:zuai dengan
ketentuan yvang berlaku,

PASAL 4

BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
{1}  Biaya pemanfaatan Objek selama jangka waktu PERIANJIAN ini sebesar Rp. 2.119.604.755,-
{Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima
Rupiah) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 % [sebelas persen), dengan
perinclan sebagai berikut;

lenls lasa Luas (m®) | Harga Satuan Iil]] Jurrtah lumiah (Rp)
bin
Sewa Ruang 42555 05.525,- 12 1.560.193.965 -
{Full furnished)
Service Charge 425 55 bR2.413,- 13 349,359, 868,-
Subtotal 1909553, 833 -
PEN 119% 210.050.922,

Total 2.119.604.755,-

Terbilang : Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima
Puluh Lima Ruplah

PIHAK PERTAMA i

| PIHAK KEDUA %UL .
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PIHAK PERTAMA wajib melurias! Bizya Pemanfastan sehagaimana dimaksud pada ayat {1) secara lunas
spiambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan/invoice yang
dibuat oleh PIHAK KEDUA,

Pelunasan Blaya Pemanfaatan sebesar jumlah yang tescantum pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA dengan cara pemindahbiukuan (transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagal berikut

Atas Mams ¢ PT Pos Properti Indonesia
Bank © BNl Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Mormaor Rekening i BRTGETTESS

Time Gross Settiement) dan bea meteral menjadi baban PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAPMA wajib menyampalkan kopi [salinan) bukti transfer pelunasan Biaya Pemanfaatan
kepada PIHAK KEDUA.

Pelunasan Bisya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah dilakukan aleh
PIHAK PERTAMA apabila telah dibukikan efektif pada rekening bank PIRAR REGUA.

PIHAK PERTAMA wajib menanggung semia biaya permassngan dan biaya pemakaian listrik/telepon
setiap bulannya (khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung berdasarkan juimkah
pemakatan dari kwlv meter}.

Pengumpulan dokumen yang di butuhkan pada tanggal 15 Februan 2024,

PASAL 5
PAJAK DAN BIAYA LAIN

Kewajiban perpajskan masing-masing PIHAK atas jasa pemanfoatan sewa Properti dalam Perjanjian ini,
sebagai berikut:

a.  Kewafiban PIHAK PERTAMA |KEMENTERIAN KOORDINATOR BISANG PREKCHINOMIAN)

b.

s  Memotong dan menerbitkan bukti pematongan PPh Pasal 4 ayat (2] atas jasa peranfaatan
Propert] yang diterima oleh PIHAK PERTAMA;

» Menyatorkan PPh Pasal 4 ayat (2] ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Felayanan
Pajak (KPP

s Menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sah kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) setelah pembayaran pajak pade Masa tersebut;

» Menyetarkan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN] ke Kas Negara dan menyerahkan bukti bayar
[surat setoran pajak/ld Billing) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat Tanggal 20 (dua
puluh} setelah pembayaran pajak pada Masa lersebis,

Kewajiban PIHAK KEDUA (PT Pos Properti Indonesia)

« Menerbitkan faktur pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP}
s Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada PIHAK KEDUA sebagal lampiran invoice dan
kuitansk.
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PASAL &
PEMATAAN OBIEK
PIHAK PERTAMA diperbolehkan melakukan penataan Objek secara tidak permanen (tidak
merubah bentuk dan fungsi bangunan yvang ada) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahuluy mengajukan desainnya untuk disetujui oleh PIHAK
KEDLIA,
Apabdla PIHAK PERTAMA dalam melakikan penataan Objek tidak sesuai dengan desain vang
disetujui PIHAK KEDLA, maka PIHAK KEDLUA berhak dan berwenang penuh untuk meminta
PIHAK PERTAMA melakukon pembongkaran dengan biaya sepenubnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA.
PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan/fatau pihak lain atas
semua kerugian vang diderita PIHAK KEDUA dan)/atau pihak lain sebagal akibat dari pelaksanaan
penataan Objek atau sebapai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan
pelaksanaan penataan Objek tersebut.
PASALT
PEMNGGUNAAN OBIEK
PIHAK PERTAMA sepakat babwa pengpunaan Ohjek hanya untuk keperluan sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 2 PERJAMIVAN ini.
Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan PERIANIIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada plhak lain manapun dan dengan cara apapun,

PASAL B

PFENGEMBALIAN DBIEK
Pada tanggal berakhirnya PERJAMNIIAN ini atau setelah pengakhiran bebih awal PERIANJIAN ini,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan
bersih, terawat, kosong dari barang-barang millk PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari kalender sesudah tanggal berakhirmya PERJIARNIIAN.
Sebelum pengembalian Objek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk
mefakuken pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi PIHAE PERTAMA
sebelum berakhirnya jangka waktu PERIAMIIAMN atau sebelum pengakhiran bebih awal dari
PERIAMIIAN ini
Mpabila setelah tewat dari 15 (lima belas| harl kalender sejak tanggal PERJANIIAN berakhir atau
diakhirl dan PIHAK PERTAMA belum méngembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam
keadaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1], maka berdasarkan PERIANIAN ini PIHAK
PERTAMA memberi kuasa dan wewenang penoh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
tindakan untuk mengosongkan Objek darl barang-barang milik/kepuryvaan slapapun juga vang
beradafdisimpan dalam Objek, , dan berhak untuk kemudian menjual barang-barang tersebut
serta menggunakan hasilnga wntuk membayar ongkos-ongkos pengosongan Objek dan
menjamin tidak akam ada tuntutan hukum dalarn bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.
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Dalarn hal terdapat selisih yang lebih besar antara hasil penjualan barang-barang dengan béaya
pengosongan Objek -sebagaimana dimaksud pada ayat (3], maka selisih tersebut wajib
dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,

PASAL &
HAK, KEWANBAN DAN TANGGUNG JAWAMAR PIHAK PERTARMA

Sedama PERJIANIIAN berlangsung, maka PIHAK PERTAMA mempunyal hak, kewajiban dan tanggung
jawab sebagal berikut:

b

berhak unfuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak fzin yang menyatakan
berhak atas Objek.

berhak wuntuk menambah jaringan telepon dan daya listrik atau instalasi. listrik beserta
perlengkapannya dengan memenuhi kKetentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan biava
sepenubnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

wajib membayar Biaya Pemanfaatan (berikut dendanya jika ada) serta biaya-biaya lain yang
ditertukan dalam PERIARIAN ini secara benar dan tepat waktu.

pada Objek tidak menylmpan, menimbun, memasarkan stau membiarkan disimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata apl, narkoba atau bahan-bahan lain yvang
membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memBebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan gant rugl atas kehilangan atau kerugian yang
terjadi balk sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda PIHAK PERTAMA yang
diakibatkan adanva peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, bencana afam,
kerusuhan atau sebab-sebab lain sefama jangka waktu PERIANIAN ini kecuali dapat dibuktikan
bahwa kehilangan atau keruglan tersebut ferjadi akibat kelalatan atayu kesengajaan PIHAK
KEDLIA,

wajib turut serta menjaga kearmanan, ketertiban dan kenyamanan pads lingkungan sekitar Objek
terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan danfatau merusak Objek.

menjamin  bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak
pemanfaatan Objek dengan dalih-apapun baik sebagian mavpun keseluruhan kepada pihak laln
difuar PERJAMIIAN ind, PIHAK PERTAMA harus selalu menjaga kepentingan PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan PERJAMIIAN ini agar tidak ada permasalahan yang timbul selama dan
setelah berakhirnya PERJANIIAM (nl.

wajib mengosongkan Objek apabila PERIANILAN berakhir dan tidak diperpanjang lagl dengan
blaya sepenuhnya ditanggung PIHAK PERTAMA.

wajib unbuk mendapatkan semua perijinan dan persetujuan yang diperukan darl instans! terkalt
untuk keglatannya sesual tugas pokok dan fungsl PIHAK PERTAMA,

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yvang tertuang dalam PERJARNAMN ini
dengan sebaik- balknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.,
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PASAL 10
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAR PIHAK KEDLA

Selama PERJANUIAN berlangsung, maka PIHAK KEDUA mempunyal hak, kewajiban dan tanggung jawab

sehagai berikut:

g berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;

b, berhak atas pembayaran biaya (berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
PERJAMNILAN ini,

£ Menjamin kepada PIHAK PERTAMA balwa Objek terbebas dari pugatan pibak manapun termasuk
PT Pos Indonesia [Persero) yang menyatakan berhak atas Objek;

d. rmepgizinkan karyawan atau pihak-pibak yang berkepentingan dengan PIHAE PERTAMA untuk
memasuki Ohjek guna melakukan aktivitas yvang terkadt dengan pelayanan dan aperasional PIHAK
PERTAMA pada jam kerja,

g, wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap
upaya pihak luar yang dapat merugikan danfatau merssak Objek yang dimanfaatkan PIHAK
PERTAMA,

. menjamin furnitur PIHAK KEDUA yang akan dimanfastkan oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan
balk dan layak pakal, serta bersedia unfuk menukar atau mengganti dengan yang baru jika
ditermukan furnitur yang rusak dan tidak layak pakad.

g menjomin semua fasilitas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada PIHAK PERTAMA.

h,  wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANJIAN ini dengan
sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

PASAL 11
PERNYATAAN DAMN JAMINAMN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam PERJIANIIAN ini sebagal

berikut:

A masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanaksn PERIAMIIAN in
dan dokumen lain sehubungan dengan PERJIAMNILAN ini, serta telah melaksanakan semua tindakan
dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PERJAMNSIIAN ini dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANIIAN ini.

b, PERUAMNIAN Ini dan dokumen |ain yvang terkalt dengan PERJANIIAN ini adalah sab, bedako dan
mengikat sah dan menimbuwlkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesual dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

€. seliap izin, pemberian keswenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan PERJIARIIAN ini atau
pelaksanaannys oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut PERIANIAN inl telah dipenodéh
atau dibuat dan berlaku penuh,

" PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA ﬂ{ﬁi’d,{ =]




.

d

(2)

(2)

(3)

Sl

PIHAE PERTAMA menyvatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundsng-
undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah fermasuk memenuhi segala
perijinan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
PIHAE PERTAMA menjamin sepenubinya bahwa dalom melaksanakan kegistan usahanya pada
Dhjek tidak akan mengganggu fungsi layanan Kantor Pos, komunikas dan jaringan wirtual milik
PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Obyiek.
apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada Objek mengakibatkan
timbudnya gangguan atau tidak berfungsioya jaringan virtual atau rusaknya sarana dany/atau
prasarana PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Objek, maks PARA PIHAK sepakat untuk
menentukan kerughan yang timbul dan PIHAK KEDUA berhak menuntut dan mendapat gantl rugl
dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 12
FASILITAS
PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk PIHAK PERTAPA terkait pelaksanaan
PERJANIAN ini sebagal herlkut:
keamanan lingkungan sekitar pedung tempat Objek {secara umum];
kebersihan lingkungan sekitar gedung tempat Objek [secara umum);
parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku setempat;
2 line tefepon di luar blava pemakalan;
1 line fax di luar biays pemakaian;
pasokan Air bersib yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada tollet,
dapur/pantry;
g. aliran listrk masing-masing Objek di luar biaya pemakaian yang aktif selama melaksanakan
perkerjaan;
h. -akses pintu masuk dan Iift untuk PIHAK PERTAMA, tamu PIHAK PERTAMA, atau plhak yang
berkepentingan untuk PIHAK PERTAMA,
. ruangftempat/space untuk PIHAK PERTAMA dapat memasang dan mengoperasikan Media
Ikfan Luar Ruang, Bonner, Spanduk, atau Medla lain yang dipedukan sesugi kesepakatan PARA
PIHAK,

o O P T -

PASAL 13

HUBLINGAN KERIA
PIHAK PERTAMA tidak menmpurryai ikatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban
terhadap PT Pos Indonesia [Persero) akibat Perganjian inl.
PIHAK PERTAMA hanya mempunyai ikatan hukum depgan PIHAK KEDUA sesuai demgan
ketentuan yang tertuang dalam Perjanfian ini sepanjang tidak bertentangan dengan kstentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi sengketa antara PIHAK KEDUA dan PT Pos Indonesia (Persera] selaku pemilik
asel yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus dibebaskan atas segala tanggung
jawahffewajiban yvang dituntut oleh PT Pos Indonesia (Perserao).
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PASAL 14
KERJA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELDLAAN ASET

(1} PIHAK KEDUA sebagai pengelola aset millk PT Pos Indonesia [Persera) terkait vaitu, dengan
ditandatanganinya PERMMNIIAN ini menyatakan tefah mempunyai Perjanjian Pengusabaan dan
Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan
wang akan dizewakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi ruangan kerja PIHAK PERTAMA
pada lokasi Gedung Pos lbukota, falan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710,

12} Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar kewenangan PIHAE KEDUA untuk melakukan perikatan kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud,

PASAL 15
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

{1} Yang dimaksud dengan force majeurs dalam PERJANJLAN inl adalah kejadian stau peristiva yang
secara layak dan patut tidak dapal dihlndarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan
manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa Lersebut, yaitu kejadian peristiwa
peperangan (yang dideklarasikan), huri-hara, sabolase, pemberontakan, bencana alam {gempa
bumi, banlir, tanah longsor, kebakaran dan bencana atam lainnya), wabah penyakit, kebijakan
[sebagaimana diumumkan oleb instansi vang - berwenang), pemogokan umum, perubahan
ketetentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau instantsi terkait, vang
dapat menoakibatkan tidak terlaksananya PERIANJAN ini,

{2} Dalam hal terjadinya force mafeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang
terkena force majewre wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan force mafeure tersebut,

{3}  Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terfadinga force majeure,
mangakibatkan tidak diakuinya perlstiwa tersebut sebagal force mafeure oleh PIHAK lalnnya,

(4} PARA PIHAK sepakat bahwa setiap parmasalahan yang timbul sebagal akibat darl kejedisn atau

peristiwa force majeire atau menyebabkan thlak terlaksananya PERJANJIAN ini secara tetap
kan diselesaikan secara musyawarah,

PASAL 16
JANGKA WAKTU PERJANJAN

{1} PERIAMILAN inl berlaku untuk [angka waktu 12 [dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 01
Januarl 2024 sampal dengan 31 Desember 2024, dan secara otomatis sama dengan }angka"’
waktu pemanfaatan Objek.

{2} PERIANJIAN Ini dapal diperpanjang atas kehendak PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan
permahenan tertulls kepada PIHAK KEDUA paling fambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirmya
|angka waktu PERIANNAN dimaksud pada ayat (1)

PIHAK PERTAMA
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PIHAK KEDUA akan memberikan [awaban tertulls kepada BFIHAK PERTAMA paling lambat 1
{satu} mimggu terhitung sejak tanggal diterimanya permobonan perpanfangan PERJIANJIAN aleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal batas waktu pengajusn perpanjangan yang tercantum pada ayat {2) Pasal ini
terewatl dan PIHAK PERTAMA tidak atau belum mengajukan permohonan secara terfulis
perihal perpanjangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak berkehendak untuk
memperpanfang PERIANNAN Ini, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA berhak memberikan
kesempatan kepada pihak lain untuk memanfastkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh
PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk mengabulkan atau menaolak permohanan perpanjangan
PERJIANIAN yang diajukan PIHAK PERTAMA,

Oalam hal perpanfangan PERJAMMAN disetujul, PIHAK KEDUA berwenang penub umbuk
menambah dan atou mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan
dalam per|anjlan yang baru dengan kesepakatan PARA PIHAK,

PasSAL 17
PEMGAKHIRAMN

PERJIAMILAN inl dapat diskhirl sebelum berakhirnya Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 apabila:

a,  adaketentuan peraturan perundang-undangan dan atou kebliakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan bedzngsungnya PERLARIAN ini;

. zalah satu PHHAK atau PARA PIHAK tidak melakukan kewajibannya sesual ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJIANIIAN ini; dan

[ PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhirl PERJIANJIAN secars
sepihak.

PIHAK KEDUA berhak dengan segera mengakhirl PERIANIAN inl dengan terlebih dahuk

memberikan  pemberitahuan  tertulis  kepada PIHAK PERTAMA tentang  pengakhiran

PERJANJIAN, apablia terfad] peristiwa-peristiwa sebagai berlkut;

g,  PIHAK KEDUA akan menggunakan Objek untuk kepentingan kegistan operasional PIHAK
KEDUA setelah sebelumnya melakukan pemberitahuan pating lambat 15 (lima belas) hari
kalender sebelum tanggal penggunaan Objek;

b.  PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban danfatasu melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalam PERJIAMNJIAN ink;

€. keglatan PIHAK PERTAMA yang dijalankan pada Objek adalah keglatan yang terlarang,
atau ditutup atas perintah Instansl yang berwenang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan tindakan-tindakan unfuk menyelesatkan secera tuntas keadaan-keadaan
tersebut dalzm walktu 7 {tujuh] hari kelender setelah ada surat teguran atau perintah ataw
tindakan lainmya oleh pihak yang bersenang;

14

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA ﬂt’[ﬁéiaw_ .




(31

(#)

(5]

{6l

{7

(8]

(1}

(2}

(1]

2
PO&PROPERTI

d.  PIHAK PERTAMA mengalihkan tanggung jawal atas hak pemanfaatan Objek ini dengan
dalih apapun batk sebagian mavupun keseluruhan kepada pihak lain diluar PERIANIIAN ini,

Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (2}, PIHAK PERTAMA dapat juga

mengakhirl PERIANIAN Inl sebelum berakhirnya jangka waktu PERIANIIAN dengan terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 1 {satu] bulan sebslum

tanggal pengakhiran PERIANHAN yang dilnginkan.

iDalam hal pengakhiran PERIANJIAN diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksied pada:

i, ayat (1) huruf b dalarm hal PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERIARIAN ini;
b, ayat (1) huruf ¢ dalam hal kehendak pengakhlran PERLANIAN lahir dar PIHAK KEDUA;
dan

[ ayat (2] huruf a,

miake Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sejumiah masa pemanfaatan

Objek vang belum difalani dikurangl pembayaran pajak yang telah disetorkan dan biaya-blays

lainmya apabila ada,

Pengakhiran PERIAMIIAN zelain oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {4), Blaya

Pamanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak

bisa dimimtakan kembali ataupun dikompensasikan dalam bentuk apapun.

Dalam hal Perjanjian inl berakhir oleh sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA walib segeora

menyerahkan Obiek kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal B PERJARIIAN ini.

Pengakhiran PERJIANIIAN dalem bentuk apapun tidak akan menghilangkan keswajiban masing-

masing PIHAK vang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum pengakhiran PERIAMIAN

dilakukan, termasuk pembavaran blava dard PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,

PARA PIHAK dengan inl sepakat untuk mengesamplngkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenal pengakhiran PERIANIIAN,

PASAL 1B
PENYELESALAM PERSELISIHAMN
Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
PERIANIAN inl, PARA PIHAK sepakat menyelasaikan secara musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai mufakal sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesafkan perselisihan melalul Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 19
HKORESPOMNDEMNS!
Komunikasl yang berhubungan dengan PERJANIIAN ini, wajib disarmpaikan secara tertulis dan
dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima: atau dikirim dengan pos kilat
khusus kepada alamat PARA PIHAK sebagal berlkut:
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a. Tidak akan mempekerjakan/mem pertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintab
atau karyawan, termasuk karyewan deri korporasi, agen, atau badan yang dimili&i ataw
dikendalikan oleh pemerintah, kecuall jika jasa vang dipertahankan adalah pekerjaan
konsultas! yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperaleh
persetujuan ofeh otorites/pember] kera yang kompeten untul layanan konsultesi yang
dimaksud;

b. PARA PIHAK tidak akan secars langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan
atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada
pejabat atau karyawan pemerintah, ataw kepada partal politlk atau kandidat untuk jabatan
podltik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan
blsnls PIHAK lalnnya yang bertentangan dengan Perasturan mengenal Antl Suap dan Anti
Korugpsi;

¢, PARA PIHAK akan segera memberitahukan PIHAK Fainnya secara tertulis dalam hal orang
yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAR menjadi pejabat pemerintah,
pejabat, atau kandidat partai politik, kecuall jsa yang dipertahankan adalab pekerjaan
konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan tefzh memperoleh
persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi kerfa yang kompeaten untuk yanan konsultasi
yang dimaksud;

d. PARA PIHAK akan memefibara catatan yang bemar dan akurat sesual kebutuhan wntuk
mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perfanjian dan akan menyediakan PIHAK lalnmya
sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana;

&. lika salah satu PIHAK gagal untuk mematubl ketentuan apapun dalam Perfanjian ind,
kegagalan tersebui harus dianggap sebagei pelanggaran yang material terhadap Perjanjian
ini, dam atas kegagadan tersebut, PIHAK vamg mematuhi ketentuan mempunysl hak untuk
memutiskan Perjanjian inl secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya,
tanps pinaltl atau kewaliban apspun juga.

12} PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-maszing dari pemimpin,
pemilik, pemegang saham, pejabat, direksl, karyawan dan agen mematuhl, semua peraturan
perundang-undangan anti suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan
keglatan yang dilakukan sehubungan dengan Perfanjian inl,

PASAL 21
INTEGRITAS
(1} Dalam rangka peloksanaan Perfanjian inl, maka PARA PIHAK:

a. Berjanji untuk melaksanakan Perfanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Megara Republik indonesia;

b. Tidak akan memberikan atau berjan|l memberlkan kepada atau menerma darl plhak manapun
sesuate apapun yang dapat dikategorikan asebagoi gratifikasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
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¢ Berjanji memastikan setlap orang atau plhak yang bertindak mewakill atau vang berada dalam
control masing-masing PMIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga
laimnya untuk mematuhl dan menjalankan ketentuan Pasal ini

{2} Dalam rangka penerapan tata Kelola yang baik (Good Corporote Governance) di masing-masing

(1]

(2)

(3)

[#)

(5]

(1)

PIHAK, jika dilam proses pelaksanaan Perlanjian @i salah satu PPHAE mengetahul adanya
Tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau  hukum, benturan kepentingan,
penyuapangratifikasi, maupun kelakuan tidak etis yang ditakukan oleh pegawai salah satu PIHAK,
agar melaparkan melalui perwakilan bagian Good Corporate Governance di masing-miasing PIHAK,

PASAL 22

KERAHASIAAN
PARA PIHAK berkews|iban untuk tidak - rmemberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan,
memperbanyak, menggandakan, atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap
daokumen atau baglan lain der Informass, data dan atau membuka yang menyanghkut rahasia dari
Ferjanjiar ini.
PARA PIHAK hanya diperbolehkan urtuk menggunakan informasl, data dan dokumen yang
diserafikan PIHAK lainnya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan
menggunakan baik sebagian stau seluruh Informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah
satu FIHAK sefain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulls
PIHAE lainnya,
PARA PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adarys
kebocoran informasi rahasia stau penggunaan informasi vang tidak sah untuk kemudian dilakukan
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran Informasi rehasia tersebut,
Segala bantuk publikasi ataw permyataan public lainnya oleh PARA PIHAK, baik langsung maupun
tidak langsueng, secara lisam, tulisan atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang
berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk
dalam hal mempromaosikan fasilitas dan penggunaan fastlitas sebagaimana yang diatur dalam
Perjanjian,
Ketentean-ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ind akan tetap berlaku walaupun
Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun jugas akan tetap berkekuatan hubum dan
berlaku penuh, kecuall disepakati lain atau diatur [sln oleh ketentuan perundang-undangan yvang
berlaku.
Segala kerugian vang ditimbulkan sebagal akibat terbukanya kerabasiaan akan meniadl tanggung
jawab pihak yang menimbutkan kerugian.

PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN
Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada / belum cukup diatur dalam Perfanjian ini, akan
diatur lebih lanjut aleh PARA PIHAK dan dituangkan sebagal Amendemen [aturan perubahan)
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CmemmnTs POEFROPERT
A, PIHAK PERTAMA
Alamat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng
Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10170,
Telepon ¢ (021} 33857757

121

i3)

(1)

Faksimile : {021) 3511524

b. PIHAK KEDUA

Alamat : PT Pos Propert] Indonesia

RO Jakarta ,

Gedung Pos [bukota , Lantat 2

Jakan Lapangan Banteng No.1 Jakarta Pusat
Telepon
Faksimile

Setlap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomer faksimili tersebut di atas,

dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimagn pada buku pengantar surat [ekspedisi} atau tanda terima laln vang diterbitkan
oleh penglrimg

b. pada harl dan tanggal yang tercantum pada bukti terima, apabila dikiim melalul jasa
pengiriman dokumen millk PIHAK KEDUA;

c. pada harl yang sama, apabila dikirim melalui faksimill dengan ketentuan mesin pengiriman
Faksimill menerbitkan laporan yvang menunjukan bahwa pengiriman melalul feksimill velak
berhasil,

Jika terjadi perubahan alamat korespondensi yvang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK

yang mengubah alamat walib untuk memberitahukan secara tertulis perubahantersebut kepada

PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat

It terjadi ataw diakukan,

Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya

sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat

tersebit

PASAL 20
ANT] SUAP DAN ANTI KORUPS!
PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAE telah mengetahui selunih peraturan
perundang-undangan antl suap dan antl korupst (*Peraturan mengenai Antl Suap dan Ariti
Korupsi®} dalam setiap trensaksi bisnis dan kegiatan vang dilakukan sehubungan dengan
Parjanjian inl, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai
arti suap dan antl korupsi. Ofeh karena itu, PARA PIHAK dengan inl sétuju bahwa:
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atau Addendum (aturan tambahan) dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yvang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan darl Perfanjian ini,

(1) Ketentuan-ketentuan dalam PERIANIIAN inl Hidak dapat ditafsickan sebagal bentuk eksklusifitas
kerjasama diantara PARA PIHAK, sehinggas PARA PIHAK Letap melaksanakan kerfa sama dengan
pihak lainnya dalam kegiatannya sehari-sehari,

PASAL 24

PENUTUP
PERIAMIAM ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat
sebagaimana disebutkan di awal PERJIAMILAN ini, dan dibuat dalam rangkap 2 {dua) ashi serta dibubuhi
meterai cukup, dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyal kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KDORDINATOR BIDANG PT POS PROPERTI INDOMESIA q
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

EDI im
PEIABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTUR
KEGIATAN 2491

ENDRO TIAHIONO

Chief Operating Officer
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